
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI WONOGIRI, 

TENT ANG 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 54 TAHUN 2020 

SALIN AN 

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai d 
pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Pemeri 
Kabupaten Wonogiri, perlu meninjau kembali Perat an 
Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2019 ten tang Pembe an 
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati te 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 T un 
2019 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pe awai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogi i; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentu an 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Dj wa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No or 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Ne ara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tamb 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 74) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No or 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pi 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo 
Nomor 4150); 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 36 TAHUN 201 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN WONOGIRI 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur f pil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 14 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia 
N omor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ter 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent 
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 T 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamb 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tent g 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indon 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran a 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Pera tu ran Pemerin tah N omor 11 Tah un 201 7 tent g 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repu 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Ne a 
Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tent g 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu lik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemb 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedo 
Evaluasi J abatan; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 ten tang Peneta 
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2 16 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dae ah 
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah 
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Wonogiri Nomor 156); 

11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tent g 
Susunan, Kedudukan Dan Tata Kerja Organisasi Perang 
Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupa en 
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diu 1ah 
be berapakali terakhir dengan Peraturan Bu pati Wono · ri 
Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua A as 
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tent g 
Susunan, Kedudukan Dan Tata Kerja Organisasi Perang at 
Daerah Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabupa en 
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66); 



Pasal 21 A 
(1) PNS wajib lapor harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang idak 

melakukan pelaporan tepat waktu yang ditentukan sesuai pera ran 

Bagian Keempat A 
Pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD dan TPTGR 

2. Sesudah Bagian Keempat Pasal 21 dan Bagian Kelima Pasal 22, disis kan 
Bagian Kempat A Pasal 2 lA yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 
( 1) TPP bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud asal 

3 diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali. 
(2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan : 

a. disiplin kerja dengan bobot 40 % (empat puluh per seratus); 
b. produktivitas kinerja dengan bobot 60 % (enam puluh per seratus); 
c. tingkat hukuman disiplin; dan 
d. kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LH PN), 

penerimaan gratifikasi, penggunaan barang milik daerah (BMD) dan 
Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Gan ti Rugi (TP-TGR). 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2019 t tang 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingk ngan 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 12019 
Nomor 36) diubah sebagai berikut: 1 

N PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERAT 
BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2018 tent g 
Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabup ten 
Wonogiri (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2 18 
Nomor 98); 

13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2019 tent g 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri ipil 
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Be ita 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019, Nomor 36); I. 
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SERITA DAERAH KASUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 54 

SEKRETARIS DAERAH 
KASUPATEN WONOGIRI, 

ttd 
HARYONO 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 24 Agustus 2020 

SUPATI WONOGIRI 
ttd 

JOKO SUTOPO 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 24 Agustus 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan S pati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(2) PNS wajib lapor penerima gratifikasi yang tidak melakukan pelaporan tepat 
waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku aka 
pemberian TPP nya tidak diberikan sampai dengan proses pelaporan te 
diselesaikan; 

(3) PNS yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan Barang Milik 
I 

Daerah/ terkena Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) 
maka pemberian TPP nya tidak dibayarkan sampai dengan roses 
pertanggung-jawabannya diselesaikan; I 

(4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dibay kan 
bulan selanju tnya setelah proses pelaporan dan pertanggungja 1aban 

diselesaikan. 

perundangan yang berlaku maka pemberian TPP nya tidak diberikan s pat 
dengan proses pelaporan tersebut diselesaikan; 


